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PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  

NOMOR 20  TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 0

WALIKOTA BALIKPAPAN,

a. bahw a u n tu k  m em enuhi ketentuan  Pasal 9 Peraturan  Daerah Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai rincian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahw a u n tu k  m aksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Balikpapan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah Tahun Anggaran 
2 0 1 0 ;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang D arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem bentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 27, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
B angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tan ah  dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang  Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaim ana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan 
A ntara Pem erintah Pusat dan Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

13. Peraturan  Pem erintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan a tas Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan  Pem erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang K edudukan 
Protokoler dan Keuangan Pim pinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaim ana telah diubah 
dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 37 T ahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pem erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
94, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan  Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502);

16. P eraturan  Pem erintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang S tandar A kuntansi 
Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan  Pem erintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan  Pem erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang D ana Perim bangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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19. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);

2 0 . P eraturan  Pem erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan S tandar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan  Pem erintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

2 2 . Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaim ana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 3 . Peraturan  Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran D aerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

2 4 . Peraturan  Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah Tahun Anggaran 
2010 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PENJABARAN 
PERTAN GGUN GJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 0 .

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri a tas  :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli D aerah Rp. 143.796.987.896,69
b. D ana Perim bangan Rp. 844.535.994.856,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 254.947.162.700.00

Jum lah  Pendapatan Rp. 1 .2 4 3 .2 8 0 .1 4 5 .4 5 2 ,6 9

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 401.597.712.845,20
2) Belanja Bunga Rp. 124.511.387,55
3) Belanja Hibah Rp. 76.512.263.217,00
4) Belanja B antuan  Sosial Rp. 135.970.224.560,54
5) Belanja B antuan  Keuangan Rp. 2.637.041.460,00

Pada Provinsi/K abupaten/
Kota

6) Belanja Tidak Terduga Eel. 3.161.307.831.00
Rp. 6 2 0 .0 0 3 .0 6 1 .3 0 1 ,2 9

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Ja sa
3) Belanja Modal 

Ju m lah  Belanja

Rp. 76.256.100.487,34 
Rp. 417.324.368.722,42
Rp. 263.753.854.540.31 Rp. 7 5 7 .3 3 4 .3 2 3 .7 5 0 .0 7

Rp. 1 .3 7 7 .3 3 7 .3 8 5 .0 5 1 ,3 6

Surplus /  (Defisit) Rp. f l3 4 .0 5 7 .2 3 9 .5 9 8 .6 7 )
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Rp. 348.087.897.793,87 
Rp. 11.199.816.979.97

3. Pembiayaan
a. Penerim aan
b. Pengeluaran

Jum lah  Pembiayaan Neto Rp. 3 3 6 .8 8 8 .0 8 0 .8 1 3 .9 0

Sisa lebih pem biayaan anggaran tah u n  berkenaan Rp. 2 0 2 .8 3 0 .8 4 1 .2 1 5 .2 3

P a sa l2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaim ana dim aksud dal am Pasal 1 tercantum  
dalam  Lampiran I Peraturan  Walikota Balikpapan ini.

P a sa l3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

P a sa l4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 3 tercantum  
dalam Lampiran II Pera turan  Walikota ini.

P a sa l5

Lampiran sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 2 dan Pasal 4 m erupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan  W alikota ini.

P a sa l6

Peraturan Walikota ini m ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penem patannya dalam  Berita Daerah Kota Balikpapan.

D itetapkan di Balikpapan 
pada tanggal : 26 September 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN

C ap/T td

M. RIZAL EFFENDI

D iundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Septem ber 2011

SEKRETARI OTA BALIKPAPAN

SAYIP MM FADLI

BERITA DAERA/I KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 20 

Salinan Peraturan W alikota ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
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